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PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR PM 7 TAHUN 2014 
TENTANG 

PETUNJUK PELAKSANAAN TATA NASKAH DINAS ELEKTRONIK 
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang  : a.  bahwa dalam rangka reformasi birokrasi dan untuk 
mewujudkan kepemerintahan yang baik (good 
governance), perlu menerapkan sistem pengelolaan 
administrasi melalui pengelolaan Tata Naskah Dinas 
Elektronik di Lingkungan Kementerian Perhubungan; 

b.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 
Menteri Perhubungan tentang Petunjuk Pelaksanaan 
Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan 
Kementerian Perhubungan; 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 
Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843); 

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang 
Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
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Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5071); 

3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang 
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, 
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan 
Presiden Nomor 55 Tahun 2013 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 125);  

4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang 
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara 
serta Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Eselon I 
Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah 
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 
2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2013 Nomor 126); 

5. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang 
Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-
Goverment; 

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2011 
tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas 
Elektronik di lingkungan Instansi Pemerintah; 

7. Peraturan Menteri Negara Pendayaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2011 
tentang Pedoman Penataan Tata Laksana atau Bisnis 
Proses; 

8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 59 Tahun 
2010 tentang Sistem Administrasi Perkantoran 
Kementerian Perhubungan; 

9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun 
2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 
Perhubungan, sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 
2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 
Nomor 1113);  

10. Keputusan Menteri Perhubungsn Nomor KP 39 Tahun 
2009 tentang Rencana Induk Teknologi Informasi dan 
Komunikasi (TIK) di Lingkungan Kementerian 
Perhubungan; 
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